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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudamebegasian
wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Puegadi Pemerintah
Daerah dimana Pemerintah Daerah mempunyai wewematudx mengatur
daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maugam sektor non
keuangart.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik beratkaa [fsaerah Kabupaten
dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahamlsé kewenangan
atau urusan dari pemerintah pusat ke pemerintatalila@ang bersangkutan.
Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka ddsasirini tentunya
harus disertai dengan penyerahan dan pengaliharbigyman. Sumber
pembiayaan yang paling penting adalah PendapataD#erah yang dikenal
dengan istilah PAD di mana komponen utamanya adadaierimaan yang
berasal dari komponen pajak daerah dan retribwsatia Dalam hal ini pajak
daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU ncath8rt 1997 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah sebagaimana telahidddragan UU no 34 tahun

2000 dan terakhir diubah dengan UU no 28 tahun 2009

! Sulistyowati, Diah. 2011. Pengaruh Pajak Daeraftriliusi Daerah,DAU dan DAK Terhadap Alokasi Betanj
Modal. FE UNDIP hal 1
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Desentralisasi atau otonomi daerah memiliki kewgaanyang lebih
besar dalam mengatur urusan rumah tanggannya. hlalmienuntut
Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pegatan pajak daerah dan
retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerala jdguntut untuk dapat
mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dabu® daerah untuk
mencapai masyarakat yang adil, makmur dan meratiaserkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonakiant1945.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahhdediri atas
PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan peratalzan-lain yang sah.
Pendapatan Asli Daerah salah satunya berupa paekatu diharapkan
menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaeraerintahan dan
pembangunan daerah. Dengan demikian, penerimaaak pgerah dan
retribusi daerah diharapkan nantinya dapat memderikontribusi yang
positif terhadap PAD dalam hal pencapaian dan peteeen kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melakaaratonomi yaitu
mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daeraluselya kurang
mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan keterggan pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana peanmaandaerah sebagian
besar diperoleh dari pemerintahan pusat semekéavanangan pemerintah

daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebiift terlaatas’ Semakin

2 Mayasari, Dian.2009. Kontribusi Penerimaan Pajakr@h terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisiadep
kabupaten dan kota di Jawa Timur). FE UMM. Hal 3

% Rangga Diza, Mohd.2009. Kontribusi Pajak DaerahRietmibusi Daerah terhadap Pendapatan Asli
Daerah di Propinsi Sumatera Utara FE USU. Hal 2



besar pajak dan retribusi daerah yang diterima makan semakin
meningkatnya PAD kabupaten atau kota tersebut. Kdman suatu
kabupaten atau kota dapat dilihat dari besarnya RADg diperoleh dan
dalam membiayai pengeluaran untuk melaksanakan mawgedan tanggung
jawabnya kepada masyarakat untuk membantu dan siéaf sarana dan
prasana masyarakat.

Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan pertindrangesatnya
perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provimsiat8ra Selatan
umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasig yliperkuat oleh
aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyeleaggampemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menj@sejahteraan
masyarakat. Status daerah yang semula tergabuag déhbupaten Musi
Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yangmerlukan
penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan s#aangrasarana yang
diperlukan untuk mendukung terselenggaranya rodeepataharf.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabugatenterdapat di
Sumatera Selatan sebagai besar penduduknya memmbitd pencarian
sebagai nelayan dan petani. Perkembangan dan Pemeka Wilayah
Kabupaten Banyuasin berdampak pada industri, karénakabupaten

Banyuasin banyak didirikan perusahaan-perusahatustin baik dalam skala

4 Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. www.kssiglab.bps.go.id (diakses 12 november)
2014 jam 21.00 wib




besar maupurhome industri kemudian disusul oleh bidang pertanian dan
perkebunan

Kabupaten Banyuasin berada pada posisi potensiadtdategis dalam hal
perdagangan dan industri, maupun pertumbuhan seékbor pertumbuhan
baru. Yang merupakan daerah penyelenggara pertanbkibta Palembang
terutama untuk sektor industri. Bila dikaitkan demgrencana Kawasan
Industri dan pelabuhan Tanjung Api-api KabupatemyBasin sangat besar
peranannya bagi kabupaten di sekitarnya sebagait podustri hilir, jasa
distribusi produk sumber daya alam baik pertarkehutanan, perikanan dan
kelautan, dan pertambangan sehingga akan melahkabali kemasyuran
Bandar Sriwijaya milik Kabupaten Banyudsin

Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin (PD&B$ dasar harga
berlaku tahun 2013 mencapai Rp 16,92 milyar, sddangada tahun 2012
sebesar Rp 15,12 milyar. Struktur ekonomi Kabupdamyuasin masih
didominasi oleh sektor primer (pertanian dan pebptamyan)sebesar 44,03%
PDRB Banyuasin di sumbang oleh sektor ini. Sumbanggktor primer
terutama berasal dari sektor pertanian sebesad%0$edangkan sektor
pertambangan sebesar 13,49%.

Sektor sekunder (sektor industri pengolahan, selidtik, gas dan air
bersih dan sektor bangunan) yang memberikan kasirisebesar 33,86%

pada PDRB banyuasin. Sumbangan sektor sekunde¢arteawudiberikan oleh

® Lembaga Pemetaan Sosial Daerah-daerah penghasiiilan gas
www.migas.bisbak.com/1607.html (diakses 25 aguaflgl) jam 20.00 wib

® Pemerintah Kabupaten Banyuasin. www.banyuasinkat.(fiakses 12 november 2014) jam 15.00
wib

7 Banyuasin dalam Angka 2014. www.banyuasinkab.bgd.goiakses 12 november 2014) jam 13.00
wib




sektor industri pengolahan sebesar 24,13%. Sumhasejdor tersier (sektor
perdagangan, hotek dan restoran, sektor keuangamsewaan dan jasa
perusahaan dan sektor jasa-jasa) terhadap PDRBuBsinysebesar 22,12%.
Pada sektor ini sumbangan terbesar berasal daorgeedagangan, hotel dan
restoran yaitu sebesar 13.67%
Gambar 1.1
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Data Sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik’2014

Pada tahun 2013 tingkat pertumbuhan riil banyuasktor ekonomi di
Kabupaten Banyuasin sebesar 6,18% dengan migadittananpa migas

mencapai 7,26%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2013 afengperlambatan

8Badan Pusat Statistik. Banyuasin dalam Angka. 201#lvanyuasin.bps.qgo.id (diakses 12 november
2014) jam 14.00 wib




dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 6,18% sedargjla dibandingkan
dengan tanpa migas terjadi sedikit perlambatan gabgsar 7,26%.
Gambar 1.2
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Data sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik, igesity dalam Angka 2014

Biaya pembangunan suatu daerah diperoleh dari dmabes yaitu
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) a@gaxan Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data yahkegludirkan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan dan Asset D&erdRealisasi penerimaan
pendapatan daerah tahun 2013 mencapai Rp 1,39ntriNilai tersebut
meningkat sebesar 10,99% dari yang ditargetkaa, dbdandingkan dengan
tahun sebelumnya realisasi penerimaan pendapaemahdéahun 2013 ini
meningkat sebesar 31,14%

Gambar 1.3

® Banyuasin dalam Angka 2014. www.banyuasinkab.bgs.¢giakses 13 november 2014) jam 14.30
wib




Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Pemeriatalpkten
Banyuasin
Tahun 2010-2013 (Milyar Rupiah)
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Data Sekunder, Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalamomiodaerah,
Kabupaten Banyuasin mempunyai hak dan kewajiban gatan dan
mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk rgkaikan efisiensi dan
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pedaykepada masyarakat.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, RaaterDaerah berhak
mengenakan pungutan kepada masyarakat sebagainedg@ulen dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakaDaan Retribusi
Daerah. Mengingat perpajakan daerah merupakan ss#h bentuk
pembebanan kepada rakyat, maka pajak dan pungaitarydng memaksa
ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimanatgberdari ketentuan

undang—undang tersebut diatas.




Hasil penerimaan Pajak Daerah diakui belum memddai memiliki
peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pestdapdan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Banyuasin. Sebagian besar pengeluvaPBD dibiayai
dana alokasi dari pusat melalui berbagai mekanifrakam banyak hal, dana
alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkanutup seluruh
kebutuhan pengeluaran daerah.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pgateKabupaten
Banyuasin berusaha untuk meningkatkan pendapathndasrah salah
satunya melalui pajak dan retribusi daerah. Danardipkan akan
meningkatkan pendapatan asli daerah dari pajalkalkatan retribusi daerah.
Terdapat kaitan erat antara penerimaan daerah, gzgyuban ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Dimana semakin tinggirpmeaan yang diterima
daerah maka semakin tinggi peluang untuk membapgrekonomian daerah
dan mensejahterakan masyarakat. Potensi-potengi gda di Banyuasin
seharusnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menambkamber penerimaan
yang diterima oleh daerah. Tujuan adanya peningkptgak daerah dan
retribusi daerah adalah untuk mendorong perekonmomiabupaten
Banyuasin melalui pembangunan sarana prasarana Yyaagunjang
perekonomian. Dengan adanya pembangunan tersebbaragkan
perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirdgiala kesejahteraan
masyarakat.

PAD kabupaten Banyuasin dari tahun 2010-2013 manggbeningkatan

yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukan denganknga besaran Rupiah



Murni yang diperoleh dari berbagai sektor dan déog oleh sumber
keuangan yang masuk melalui pengembangan berbekfair $aik industri
maupun non industri. peningkatan ini juga tidakakepari pembangunan dan
pengembangan wilayah industrial serta semakin badi@uka perusahaan-
perusahaan di wilayafl.
Tabel 1.1
Realisasi APBD Kabupaten Banyuasin

Tahun 2010-2013
(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Tahun

2010 2011 2012 2013
Pajak Daerah 6.564 10.445 25.771 31.068
Retribusi Daerah 5.350 6.130 12.737 30.835
Hasil Pengelolaan Kekayaan 972 1.596 2.809 1.891
Daerah yang dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah 9.612 10.611 15.110 17.569
Lainnya yang sah

Data sekunder, Sumber : Departemen Keuangan Dregktenderal Perimbangan
Keuangan,201'4

Dari hasil Realisasi PAD tahun 2010-2013 dapat ateab bahwa
pendapatan Kabupaten Banyuasin tertinggi terjadagahun 2013. Hal ini
sebanding pula dengan Pajak Daerah yang menyatsdamna tahun 2013
Pajak Daerah mencapai angka Rp 31.068.000, imyartPAD Banyuasin
mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berdasddta diatas penulis

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judBENGARUH PAJAK

1% embaga Pemetaan Sosial Daerah-daerah penghagiiviiian gas
www.migas.bisbak.com/1607.html (diakses 25 agudflgl) jam 15.40 wib

1 Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimivaikigaangan www.depkeu.dpjk.go.id (diakses
13 november 2014) jam 19.00 wib
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DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASL|I DAERAH KABUPATEN BANYUASIN (Periode 2010-2013)".
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapétaidibahwa pajak
daerah dan retribusi daerah dapat berpeluang unterkpunyai pengaruh
terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikiapatddirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Apakah pajak daerah berpengaruh secara signifilasitifp terhadap
Pendapatan Asli Daerah?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh secara signifppositif terhadap
Pendapatan Asli Daerah?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpenhdaeusama-sama
terhadap Pendapatan asli Daerah?
C. Batasan Masalah

Penulis memberikan batasan masalah terhadap pemdlit yaitu :

1. Variabel Independent yang diteliti adalah pajakrdaelan retribusi daerah
untuk Kabupaten Banyuasin.

2. Objek penelitian adalah Kabupaten Banyuasin.

3. Data yang digunakan data realisasi APBD per triwakhun 2010-2013
yang merupakan data time series yang direkap damgga dianggap
sebagai data resprentif semenjak adanya otonomaliae

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
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Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas toplan dari
penelitian ini adalah untuk memberikan bukti engopada:

1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan AskliDaer

2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapataiasiah

3. Pengaruh kesamaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerhdap
Pendapatan Asli Daerah

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk melengkapi penelitian serupa yang telah diak terdahulu
serta membuktikan apakah dengan variabel yang kgheisifik akan
tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnga bahkan dapat
memberikan hasil yang berbeda.

2. Dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyussbagai
bahan pertimbangan untuk pengelolaan Pajak DaexahRetribusi
Daerah serta Pendapatan Asli Daerah sehingga dagangkatkan

pelayanan kepada publik.

E. Kontribusi Penelitian
1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi grertah daerah
(Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasimlamd
pengambilan keputusan kebijakan di waktu yang alatang khususnya

dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah.
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2. Bagi llmu Pengetahuan.

Penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam ilnpengetahuan,
khususnya di bidang perpajakan. Dengan membandinigiai-teori yang
ada dengan hasil dari penelitian ini.

3. Bagi Lembaga ( IAIN Raden Fatah Palembang ).

Sebagai bahan perbandingan dari produk pendidikainersitas,
penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebaghab informasi untuk
penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasdan yang sama
sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yebt baik dan
bertanggung jawab

F. Sistematika Penulisan
Penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan sistiéta penelitian
sebagai berikut :
1. BABI|: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat isi dari pemaeliyang meliputi
latar belakang, identifikasi masalah, batasan rahsalmusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematikalieme

2. BAB Il : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoteklalui studi
pustaka dari berbagai literatur, yang berkaitangdarmasalah penelitian
yang telah diterapkan untuk selanjutnya digunakatand landasan

pembahasan dan pemecahan masalah, serta beriigeterdahulu.



13

3. BAB Il : METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang definisi operasional vargapang terdapat dalam
penelitian, jenis dan sumber data yang digunakatpde pengumpulan
data, populasi dan sampel, serta metode analisig giggunakan dalam
penelitian.
4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitisgartd menguraikan
pembahasan mengenai pengaruh penerimaan PajakedidpuB Daerah
terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pesdahmasalah ini
dilakukan atas analisis data yang telah dikumpukemudian dianalisis
dengan menggunakan teknik analisis yang telahagitan.
5. BABV : KESIMPULAN
Bab ini adalah bab terakhir dan sekaligus menjadugup dari skripsi
ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitidan saran-saran yang
bersifat membantu dalam penelitian mengenai pehgagnerimaan Pajak
dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapgeth Daerah di

Kabupaten Banyuasin.



